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Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2012 

tentang
Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 

tentang
Jaminan Kesehatan

DASAR HUKUM
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Kegotong-royongan
Nirlaba

Keterbukaan
Kehati-hatian
Akuntabilitas

Portabilitas
Kepesertaan wajib

Dana amanat
Hasil pengelolaan dana 

digunakan seluruhnya 
untuk pengembangan 
program dan sebesar-

besarnya untuk 
kepentingan peserta

9 Prinsip
Jaminan 

Kesehatan
Jaminan 

Kecelakaan 
Kerja

Jaminan Hari 
Tua

Jaminan Pensiun
Jaminan 

Kematian

5 Program
Kemanusiaan

Manfaat
Keadilan sosial 

bagi seluruh 
rakyat Indonesia

3 Azas

SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL



BPDPK

PHB

PT ASKES

BPJS 
KESEHATAN

Tahun 1968
Keppres 230/1968 
Peserta : PNS dan Penerima Pensiun
Sistem : Reimbursement Tahun 1984

PP 23/1984 
Peserta : PNS dan Penerima Pensiun
Veteran, Pensiunan TNI/POLRI
Managed Care

Tahun 1992
PP 69/1991 dan PP 6/1992 
Peserta : PNS dan Penerima Pensiun
Veteran, Pensiunan TNI/POLRI 
dan Badan Usaha Lainnya
Sistem : Managed Care

Tahun 2014
UU 24 tahun 2011
Peserta : Peserta Askes, 
Jamkesmas, TNI/POLRI,
Jamsostek dan 
seluruh masyarakat
Sistem : Managed Care

Menkes 1966-1978 Prof Dr GA Siwabessi
Cita-cita asuransi kesehatan bagi rakyat semesta

Perjalanan Panjang Askes
(Transformasi PT. Askes (Persero)
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Peserta Jaminan 
Kesehatan

Bukan Penerima 
Bantuan Iuran (PBI)

Pekerja Penerima 
Upah

Pekerja Bukan 
Penerima Upah

Bukan Pekerja

Penerima Bantuan 
Iuran (PBI)

Fakir Miskin

Orang Tidak Mampu

KEPESERTAAN JKN



Peserta

Bukan 
Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Pekerja 
Penerima 

Upah

Kelas I dan 
II

Pekerja 
Bukan 

Penerima 
Upah

Kelas I, II 
dan III

Bukan 
Pekerja

Kelas I, II 
dan III

Penerima Bantuan Iuran 
(PBI)

Fakir Miskin

Kelas III

Orang Tidak 
Mampu

Kelas III

Manfaat Akomodasi



Road Map Kepesertaan BPJS

ASKES PNS, PENSIUNAN 
PNS/TNI/POLRI VETERAN

ASKES, JAMKESMAS, JAMSOSTEK,  
TNI/ POLRI AKTIF

BUMN/BUMD, PENERIMA 
UPAH/TIDAK, PBI, JAMKESDA

PENERIMA 
UPAH/TIDAK, PBI

UC

2013

2014

2015

2019

2012

2016

BPJS 
KESEHATAN

BPJS 
KETENAGAKERJAAN



SISTEM PELAYANAN JKN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem
pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem
pembayaran pelayanan, kesehatan untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas ( Pasal 24 Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004)

Managed Care 
Sebagai Landasan Operasional BPJS Kesehatan

• Gatekeeper concept → Pelayanan Primer
• Quality Assurances → Credentialing & Recredentialing
• Manfaat komprehensif
• Fokus pada promotif dan preventif
• Sistem Rujukan berjenjang
• Formularium Obat Nasional
• Sistem Pembayaran Prospektif (Kapitasi, INA CBG’s)
• Utilization review (Prospektif, Konkuren dan retrospektif)



Model Sistem Pelayanan Kesehatan JKN

Tersier

Sekunder

Primer

(BERJENJANG)
Koordinasi Timbal Balik

Biaya sgt mhl

Biaya mahal

Equity besar (aksesibel bagi 
semua golongan)
Biaya terjangkau

Gatekeeper

Pengelolaan keluhan 
kesehatan, promotif, 
preventif, survailans

Penanganan 
spesialistik

Penanganan 
subspesialistik

FOKUS PADA PELAYANAN PRIMER

(Dukungan IT, Regulasi)
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SISTEM JAGA MUTU JKN

1) Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan
harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada
aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian
dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

2) Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan
Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi
pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan
proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang
ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan
Peserta.

Pasal 42 PerPres Nomor 12/2013



STRUCTURE PROCESS OUTCOME

• Sistem gate keeper
• Sistem Rujuk Balik
• Seleksi Provider ( 

Kredensialing & 
Rekredensialing )

• Asosiasi Faskes
• Pola pentarifan
• Risk Sharing
• Health Technology 

Assesment ( HTA )
• Formularium

Nasional
• Prolanis ( Disease 

Management 
Program )

• Utilization Review
• Peer Review
• Standar Waktu 

Penyelesaian Klaim 
( SPNM )

• Monitoring Evaluasi 
program

• Indeks Kepuasan 
Peserta

• Indeks Kepuasan 
Faskes

• Indeks Pelayanan 
Faskes

Dimensi Jaga Mutu JKN



MANAJEMEN FASKES

Pasal 35 Perpres 12/2013 (Ketersediaan)
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
atas ketersediaan fasilitas kesehatan

Pasal 36 Perpres 12/2013 (Pelayanan Kesehatan)
• Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan 
Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

• Faskes swasta yang memenuhi persyaratan 
 dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

• Kerja sama  membuat perjanjian tertulis.
• Persyaratan Faskes BPJS  PERATURAN MENTERI.

Pasal 42 Perpres 12/2013 (Kinerja Faskes)
• Memperhatikan mutu pelayanan
• Orientasi aspek keamanan pasien
• Efektifitas tindakan
• Kesesuaian kebutuhan pasien
• Efisiensi biaya

SELEKSI 
FASKES

(Kredensialing)

PENILAIAN  
KINERJA 
FASKES

(komponen utama
rekredensialing)



Tahapan Proses Manajemen Faskes

Kredensialing Kontrak Pemantauan 
Kualitas

Rekredensialing 
dan 

Perpanjangan 
Kontrak



Kredensialing Faskes

Mendapatkan fasilitas kesehatan yang memiliki komitmen, 
berkualitas dalam jumlah yang memadai sesuai kebutuhan.
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Prinsip Kredensialing :

• Merupakan standar ideal yang ingin dicapai
• Mengacu pada persyaratan faskes yang ditetapkan

Kemenkes
• Sejalan dengan ketentuan regulasi yang ada
• Standar kelulusan bertahap hingga kondisi ideal tahun 

2019





Kesepakatan Tarif Fasilitas Kesehatan

Mendapatkan kesepakatan tarif fasilitas kesehatan
pada suatu wilayah sesuai ketentuan regulasi.

Pasal 37 PerPres Nomor 12 Tahun 2013 :
• Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di 
wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan 
oleh Menteri.

• Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Menteri memutuskan besaran pembayaran atas 
program Jaminan Kesehatan yang diberikan. 

• Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri. 
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Pasal 39 Perpres Nomor 12 Tahun 2013

1. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan

tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah
Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.

2. Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak
memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan
pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.

3. BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan

rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based 
Groups (INACBG’s).

4. Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) 
ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri 
setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Cara Pembayaran



Kontrak Fasilitas Kesehatan

Melakukan perikatan terhadap kesepakatan antara 
BPJS dengan masing-masing Faskes yang diatur dalam 

perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum tetap.

• Kontrak dengan Faskes yang lulus kredensialing
dilakukan oleh Kantor Cabang BPJS. 

• Pembuatan kontrak menggunakan SIM ECM 
(Electronic Contract Management ).





Tahapan Penyiapan Provider
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SKEMA PENYELENGGARAAN BPJS KESEHATAN

BPJS Contracts Providers

BenefitsRevenue

Members

EmployerState



PROGRESS PENYIAPAN
BPJS KESEHATAN 

JUNI III 2013 



DASHBOARD OPT 
JUNI II 2013 (Minggu Lalu)



DASHBOARD OPT 
JUNI III 2013



CHART PROGRESS OPT JUNI III 2013



BPJS Kesehatan .., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik
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